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PUTUSAN
Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Kis.

e ”
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Kab. Asahan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada
Zulkifli, SH dan Dianti Novita Marwa, SH, Advokat/Pengacara-
Penasehat Hukum kantor Zulkifli, SH & Associates,
berkedudukan di Jalan Pondok Indah No.05 (Komp.DPR
Kisaran) Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran
Barat Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 22 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 35/KS/2018/PA.Kis.
tanggal 16 Januari 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
dahulu di  Kab. Asahan, sekarang tidak lagi diketahui
alamatnya di seluruh wilayah Negara republik Indonesia,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di

depan persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Nomor 98/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 16 Januari 2018, yang isinya pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah
menurut hukum syariat Islam maupun peraturan pemerintah, berdasarkan
pernikahan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2006,
sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
98/05/11/2006, tanggal 13 Februari 2006, yang diterbitkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
dirumah kontrakan, sebagaimana alamat Penggugat diatas, dan tidak
pernah tinggal dirumah orangtua Penggugat maupun dirumah orangtua
Tergugat;

3. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam
menjalani kehidupan rumah tangga terlihat harmonis, rukun dan damai
sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang lain, dan memiliki 1
(satu) orang puteri yang bernama Anak kandung , berusia + 11 Tahun, dan
saat ini tinggal bersama-sama Penggugat;

4. Bahwa akan tetapi semenjak tahun 2007, kehidupan rumah tangga
Penggugat bersama Tergugat tidak lagi harmonis, dikarenakan seringnya
terjadi pertengkaran / percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat
sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat tidak dapat
lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu melalui
Pengadilan Agama Kisaran ini Penggugat mengajukan Cerai Gugat
terhadap diri Tergugat;

5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari
Tergugat adalah masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai
suami isteri terhitung sejak tahun 2007, sudah tidak harmonis dan tidak
rukun lagi disebabkan :
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- Sering sekali Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, padahal Tergugat
bekerja disebuah perusahaan jasa listrik;

- Tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering marah-marah setiap pulang
dari tempatnya bekerja dan memfitnah Penggugat dengan hal-hal yang
membuat Penggugat tidak dihargai lagi sebagai isteri;

- Tergugat sering melayangkan tangan /menganiaya diri Penggugat
apabila terjadi pertengkaran dan didepan anak setiap pertengkaran
terjadi;

- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati
dan perasaan Penggugat, terlebih lagi sering bersikap diam dan
terkesan cuek sama orang tua Penggugat;

- Hal tersebut membuat Penggugat mengadu dengan orang tua Tergugat
namun diabaikan dan Tergugat tidak pernah merasa bersalah atas
semua perbuatannya;

- Setiap pertengkaran terjadi, Penggugat yang sering mengalah untuk
bertahan dan tidak menceritakan kepada keluarga Penggugat walaupun
ada sewaktu-waktu Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat
hanya untuk meredakan emosi;

- Puncaknya pada bulan Juli 2016, Tergugat menganiaya/memukuli
Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumabh;

- Sepeninggalnya Tergugat dari rumah mereka, Tergugat membiarkan
Penggugat dan tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan
masalah hubungan keluarga Penggugat dengan Tergugat, bahkan
sewaktu keluarga Penggugat mendatangi rumah keluarga Tergugat,
orang tua Tergugat sudah tidak tinggal ditempat itu lagi, sehingga sampai
saat ini tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangga Penggugat bersama Tergugat, bahkan pihak keluarga telah
berusaha untuk mencari tahu dimana keberadaan Tergugat maupun
keluarganya, namun tidak diketahui;
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7. Bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat telah
melanggar Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan
demikian Penggugat tidak ridho atas pelanggaran yang dilakukan oleh
Tergugat dan sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas , maka Penggugat

bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat

menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang
berperkara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan jatuhnya thalak satu Bain Shugraa Tergugat Tergugat
terhadap diri Penggugat Penggugat;

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hadhanah anak
bernama Anak kandung, lahir tanggal 12 Nopember 2006 (Umur *
11 tahun);

4, Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Kisaran Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon untuk

putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap
panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan
persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah

menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan
cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam
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pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir

dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar
jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 98/05/11/2006 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan , tanggal 13 Februari 2006
bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok
dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat
telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI
1. Saksi |, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Guru, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat

sebagai suami Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12
Februari 2006 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat
berlangsung.
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan di
Jalan HOS. Cokroaminoto, No. 63, LK.IV, Kel. Kisaran Kota, Kecamatan

Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 yang lalu, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi
sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat
telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga selalu bersikap
kasar kepada Penggugat dan sejak tahun 2016, Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah
kembali lagi ke rumah kediaman bersama bahkan hingga saat ini
Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat untuk

bersabar menanti kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat
saat ini dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak
berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak
mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi Il, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya

telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Junita
Rahayu, karena bertetangga dekat rumah.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat

sebagai suami Penggugat.
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12
Februari 2006 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat
berlangsung.

- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kontrakan di Jalan HOS. Cokroaminoto, No. 63, LK.IV, Kel.
Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 yang lalu, rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi
sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat
telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga selalu bersikap
kasar kepada Penggugat dan sejak tahun 2016, Tergugat telah pergi
meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah
kembali lagi ke rumah kediaman bersama bahkan hingga saat ini
Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat untuk
bersabar menanti kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat
saat ini dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak
berhasil.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak
mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan
dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada
gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini ;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang
Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang
memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu
berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai
legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh
kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi
kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa
sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak
menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak
disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan
dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan
patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak
hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya
dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena
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Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
sejak tahun 2007 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, Tergugat tanpa alasan yang jelas sering marah-marah, Tergugat
sering melayangkan tangan/menganiaya Penggugat, Tergugat sering
mengucapkan kata-kata kasar dan sering bersikap cuek sama orangtua
Penggugat, dan akibat hal tersebut sejak Juli tahun 2016 pisah rumah Tergugat
pergi meninggalkan rumabh;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak
hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk
hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban
atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak
membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan
gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan
ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan
Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim
akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani
wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo.
Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:
98/05/11/2006, yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya
oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,
dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat
masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya
merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar
belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan
berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya,
sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan
bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta
hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah

terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak

serta belum pernah bercerai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis namun sejak tahun 2007 setelah menikah sering bertengkar

dengan penyebab seperti diuraikan di atas;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin

memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juli tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak

keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
berpendapat dalil-dalii dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti
kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk
disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina
rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan

Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya serta upaya damai yang
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dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun
oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap
pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa
antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta
tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai
mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan permikahan sebagai mitsaqon gholidon
mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur‘an
Surat Ar- Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga
perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah
tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka
majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan
menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai
dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara’ yang berkitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018
Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Dra.
Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy
Sukmarwati, SH.l.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana
dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh
Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH
Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, SH.l.,MH

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,00
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4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
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